BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.728, 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pelayanan
Umum. Angkutan Laut. Kelas Ekonomi.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG
ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan
pelayanan penyelenggaraan angkutan laut
penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah
air dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah,
maka perlu adanya penugasan kepada penyedia jasa
angkutan laut untuk menyelenggarakan kewajiban
pelayanan umum/Public Service Obligation (PSO);

b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah dapat
memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha
Milik Negara guna menyelenggarakan fungsi
kemanfaatan umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di
atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan umum Bidang Angkutan Laut untuk
Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2013;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5167);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara “Pelayaran
Nasional Indonesia” Menjadi Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4556);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun
2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang
Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/
2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan Dan
Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut
Untuk Penumpang Kelas Ekonomi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/
2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/
2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan
Dana Cadangan;

Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Nomor S-3246/A6/
2011  tanggal 19 Desember 2011  perihal
Pemberitahuan Pagu Tahun Anggaran 2012,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN
UMUM BIDANG  ANGKUTAN LAUT UNTUK
PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang
kelas ekonomi adalah kewajiban pelayanan umum bidang angkutan
laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana diatur oleh
Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT. Pelayaran
Nasional Indonesia (Persero) yang sekarang menjadi Perusahaan
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(1)

(2)

(3)

Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia sebagai pelaksana
kewajiban pelayanan umum/Public Service Obligation (PSO).

Penyelenggara Angkutan Laut adalah Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang ditugaskan oleh Menteri untuk
menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut
penumpang kelas ekonomi dan telah memenuhi persyaratan tertentu
yang ditetapkan.

Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan penugasan kewajiban pelayanan umum/Public Service
Obligation (PSO) bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi yang
besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan tarif yang
ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban
pelayanan publik.

Biaya pokok penjualan kewajiban pelayanan umum/Public Service
Obligation (PSO) angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut
dalam negeri adalah semua biaya yang seharusnya dibebankan untuk
penyelenggaraan pelayanan umum angkutan penumpang kelas
ekonomi angkutan laut dalam negeri ditambah keuntungan dan pajak
penghasilan untuk setiap trip/voyage.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Pasal 2

Kewajiban pelayanan umum/Public Service Obligation (PSO) bidang
angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi diselenggarakan oleh
Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Penyelenggara
Angkutan Laut.

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum/Public Service Obligation
(PSO) bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi prinsip-prinsip

Keselamatan dan keamanan sebagai berikut:

a. melaksanakan pelayaran angkutan laut kelas ekonomi ke seluruh
pelosok tanah air berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri
dan sesuai trayek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal,

b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa
sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

C. menjaga penumpang.
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